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ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  48  TAHUN  2009 

TENTANG 

KEKUASAAN KEHAKIMAN 
 
I.  UMUM 
 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan 
bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut 
maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan 
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh 
kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 
hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman 
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan. 
 
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya 
dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain 
menegaskan bahwa: 

- kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi. 

- Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 
undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh 
undang-undang. 

- Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  

- Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan 
mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 

 - Komisi . . . 
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Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun substansi Undang-Undang 
tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan 
kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang 
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada 
di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 
negara,  dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.  
 
Selain pengaturan secara komprehensif, Undang-Undang ini juga untuk 
memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006, yang 
salah satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Mahkamah Konstitusi 
tersebut juga telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan 
pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang 
Komisi Yudisial.  
 
Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk memperkuat 
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan 
terpadu (integrated justice system), maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar penyelenggaraan 
kekuasaan kehakiman perlu diganti. 
 
Hal-hal penting dalam Undang-Undang ini antara lain sebagai berikut: 

a. Mereformulasi sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara 
komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab 
tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. 

b. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan 
Pedoman Perilaku Hakim.  

c. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim 
dan hakim konstitusi. 

d. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan 
untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya 
dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang 
berada di bawah Mahkamah Agung. 

e. Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan 
memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk 
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. 

e. Pengaturan . . . 
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f. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan.  

g. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan 
yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada 
setiap pengadilan.  

h. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan 
hakim  dan hakim konstitusi.  

 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

  Pasal 1 
             Cukup jelas. 
 

Pasal 2 
       Ayat (1) 

  Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA” adalah sesuai dengan Pasal 29 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang menentukan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang 
Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat 
menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

        Ayat (2) 
  Cukup jelas. 

        Ayat (3) 
               Cukup jelas. 
        Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan 
penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif. 
Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang 
dapat dijangkau oleh masyarakat.  
Namun demikian, asas sederhana, cepat,  dan biaya ringan dalam 
pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak 
mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari 
kebenaran dan keadilan. 
 

Pasal 3 

 Ayat (1) 
Pasal 3 . . . 
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Yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah bebas dari 
campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, 
baik fisik maupun psikis. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 4 

      Cukup jelas. 
 
Pasal 5 

         Ayat (1) 

Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim 
konstitusi sesuai dengan  hukum dan rasa keadilan masyarakat. 

Ayat (2) 

      Cukup jelas. 

Ayat (3) 
                Cukup jelas. 
 
Pasal 6 

  Cukup jelas. 
 

Pasal 7  

Yang dimaksud dengan “kekuasaan yang sah” adalah aparat  penegak 
hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan 
berdasarkan undang-undang. Dalam proses penyelidikan dan 
penyidikan ini termasuk juga di dalamnya penyadapan. 
 

 Pasal 8 
 Ayat (1) 

      Cukup jelas. 

 Ayat (2)  
      Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, 

hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa 
sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan 
yang dilakukannya. 

 
Pasal 9 

       Ayat (1) 

sehingga . . . 
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Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemulihan hak 
seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula 
yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain. 

        Ayat (2) 

              Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 
 

 Pasal 10 

       Cukup jelas. 
 
 Pasal 11 

         Cukup jelas. 
 

Pasal 12 
        Ayat (1) 

  Ketentuan ini berlaku bagi pengadilan tingkat pertama. 

Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 

 Pasal 13 

  Cukup jelas. 
 

 Pasal 14 

  Cukup jelas. 
 

 Pasal 15 

Saling memberi bantuan dilakukan antara lain dalam hal administrasi  
berkas perkara, inventarisasi putusan pengadilan dan penggunaan 
sumber daya manusia. 
 

 Pasal 16 

       Yang dimaksud dengan ”dalam keadaan tertentu” adalah dilihat dari titik 
berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Jika titik 
berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut diadili 
oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer, namun jika titik berat 
kerugian tersebut terletak pada kepentingan umum, maka perkara 
tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. 

 
 Pasal 17 

berat . . . 
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